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BLORA

PERATURAN DABRAH REBUPATEN DRERGH TINGKET II BLORA
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TENTANG
RETRIBUSI TZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YARA MAHAN EZA

BUPARTI KEPALA CAERAH TINGKAT II BLORA

.

« bahwa dengan  telah  ditetapkannya  Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan
gari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Owerah Tingkat I Blora tentang rajak
Daerah dan Retribusi Oaerah perlu disesuaikan:

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana
dimaksud huruf & di atas, perlu disusun aan
dgitetaphkan Peraturan 0Oaerah Xabupaten Daerah
Tingkat JI Blora tentang Retribusi Izin Trayek,

Undang - undang “Nomor 13 Tahun P50 tentang
Pembentukan Caerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita WNegara
Republik Indonesia Tahun 1950):

Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pGkok Pamerintahan 0i Oaerah (l.ambaran Negara
Repulblik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 037 )

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1580 tentang Jalan
{Lembaran MNoegara Republik Indonesia Tahun 1930
Nomor 83, Tambahan Lembaran Hegara Republik Indone-
sia Nomor 3186):

Undang-undang ~Momor 8 Tahun 1381 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesig Nomor 3209);

Undang-undang . Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas Dan aAngkutan Jaian (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 4, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesiea Nomor 3480):

. Undang-undang fNoﬁor 18 Taﬁunv1997 tentang Pajak

Oaerah Oan Retribusel = Omerah ' ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997/ Nomor 4., Tambahan
Lembaran Negara Republik Inddnesia¥Nomor 3685 ):
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Fomer 2 Tahun 1994 tantanag
Pendapatan Oan Belanja Dasran:

RGO sngagairan

2iak

ceputusan Menterd Dalam Negerl Momor o4 Tahen L
tentang Rantuk  Poraturan Gasrah Oan Prsratoy an
Dacrah Perybahan:

heputusan Menteri Dalam Negeri Momor 171 Tahun 1597
tentany Prosedur Pengesanan Perdaturan taarah
tantang Pajak Dan Retribusi Dacrah.

keputusan Menteri Dalam Negeri MHomor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Dasrah;

reputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 19
tentang Tata Cara Pemeriksaan DI Bidang Retribusgi
Daerah;

~

{

Keputusan Mentaeri Dalam Negeri Nomor 4% Tahun 1993
tentang Tata Naskah Qinas 0i Lingkungan Pemerintah
kabupaten/Kotamadya Oaerah Tingkat II: '




20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 1;9 Tahun_199§
tentang Ruang kingkup 0Dan Jenis-Jenis Retribusi
Caerah Tingkat I Oan Daerah Tingkat [T

21. Pperaturan Oaegrah Propinsi Cagran Tingkat I Jawa
Tangah Nemor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan
angkutan  Orang 01 Jalan Dengan Kendaraan Bermotor
Umum di Propinsi 0Oaerah Tingkat I Jawa Tengah
( Lembaran Qaerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Taiun 1995 Nomor 13 Seri B Nomor 5 )5

2% . Peraturan UDaerah Kabupaten Dazrah Tingkat II Blora
Nomor & Tahun 1988 tentang Penvidik Pegawal Negeri
apil 0 Lingkungan Pemerintah Kabupater ODaerah
Tingkat Il Blora { Lembaran Caerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Blora Tahun 1788 Nowmor S Serl 0 Nomor
4).

Dengan persetujuan Dewan Perwaikilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blora.

=,
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HEMUTUSKAMN

‘ Menatapkan @ PERATURAN OHERAH  KASUPATEN DAERAH TINGKAT I1  BLORA

TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

B AR b
KETEHTUSN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan

Daarah adalah Kabupaten Casrah Tingkat II Blora;

Pemarintah Uaeran adalah Pemerintah Kabupaten Dasrabh Tingkat I
Rlora;

Kepala Daerah adalah Bupatl Kepala Daerah Tingkat 11 Bloras
kKendaraan bermotor adalah kendaraen vang digerakkan oleh perala-
tan teknik yang berada pada kendaraan itug

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan
untulh dipergunakan oleh umum dengan Jdipungut bayaran;

Angkutan penumpang pedesaan adalah setiap kendaraan umum  Jdengan
mobil bus dan atau mobll penumpang umum vang dipergunakan pada
trayek-trayek yang scpenuhnya berada di wilayvah daerah.

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih
darli 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk penge-
mudi, baik deingan mauvpun tanpa perlengkapan bagasi;

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor wvang dilengka-
pi  wsebanyak-banyaknya 8 (Kelapan) tempat duduk  tidak termasuk
tempat duduk pengemukdi, bkaik dengan maupun  tanpa perlengkapan
bagasi ; ,

Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang disediakan
untuk dipergunakan olen umum dengan dipungut bayvaran;

Mobil  barang adalan setliap kendarasan bermnotor sslain sepeda
motor, mobil penumpang, mokidl big dan kendaraan khusus;
Paerusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menvediakan jasa
angkutan orang dan atauy barang dengan kendaraan umum dijalan;
Trayek adalah lintasan kendaraan umum  untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil bus, dan atau mebil panumpang umum
vang mempunvai asal dan tujuvan perjalanan tetap, lintasan tetap

dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah;




Jaringan Trayek adalab kumpulan dari trayek-trayek yvang menja-
di saty kesatuarn jaringuan pelavanan angkutan penumpand;

Izin Travek adalah pemberian izin untuk mengangkut orang dengan
mobil bus dan atau mobll penumpang umum pada Jaringan trayek
dalam wilayvah daerah vang selanjutnya disebut anghkutan pedesaan
kepads orang plbadi stau badan vang diberikan olsh Pemerintah
Dserah;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yvang meliputl Perseroan
Terbatas, Parseroan komanditer, Perserocan lainnya, Badan Usaha
Milik HMegara atau Daerabh dengan nama dan dalam  bentuk apapun,
Perscehutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayvasan atau
Drganizasi vang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk  usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnva;

Izin insidentil adalah pesberian 12in yvany dipurikdn oleh
Pemerintan Daerah kapaga perusahaan dngku«dn vang Telah memilikl
{zin trevek untuk mempergunakan kendaraan bermotor cadangannya
menyimpang dari izin trayek vang dimiliki;

Kartu pengawasan adalabh turunan dari keputusan izin trayek bagi
setiap kendaraan yang bersangkutan yang diberikan wleh
Paemerintain LDaecahy ‘

Surat ketarangan adalah 1z2in vang diberikan oleh Pemerintah
Daerah bagi mobil barang untuk mengangkut penumpang umum;
Retribusi Izin Trayek vang selanjutnya disebut retribusl adalah
pungutan daerah sebagal penbayaran atas pemberian izin travek;
Wajip Retribusi adalah orang pribadcli atad padarn  wvang menurut
peratuiran perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaku~
kan pembayaran retribusi, termazuk pemungut retribusi:

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah vang selanjutnyva disingkat
SPTRD adalah surat vang digunakan olen Wajiis Retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembayvaran retribusi vang terutang
menurut Pzraturan Daerah;

Surat kKetetapan Retribusl Daerah vang selanjuitnva diszsingkat SKRD
adalah 3Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
terutang:

Masa Retribusi adalah suatlu Janghka waktu teirtentu yvang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari
Pemerintah 0Daerah;

Surat. Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar yang selanjutnva
disingkat SKROKB adalah Surat Keputusan vang menentukan besarnya
retiribusi daerah yang terutang;

Surat - Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayvar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan vang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi daeirah vang telah
ditetapkan; '

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi
acministrasi berupa bungs dan atau denda.

BAB II

PERIZINASH
“Pasal <

Orang pribadi atau badan vang mengangkut orang dengan mobil bus
dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek harus menda-
pat izin dari Kepala Daerah;

Tata cara pengajuan izin eragaxmana dimaksucl ayat (1) pasal ini
ditetapkan oleh Kaepala Qagrah.




B A B I1I
MAMA, OBYEKR OAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3
Nama Retribusi adalah Retribusi 1zin Trayek.
Pasal = 4
Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin travek.
Pasal b
Subyek Retribusi adaiah orang pribadi atau badan vang  memperoleh
izin trayek.
BaB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6
Retribusi ~Izin Trayak terﬁasuk Golongan Retribusi Perizinan
Tertentu.
g ap v
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGOUNAAN JASH
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis,  Jjumlabh
dan janghka waktu.
BAB VI

PRINSIP PENETAPAN OAN STRUKTUR
BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip tarip retribusi adalah untuk biava : administrisi. penerbi-
tan dukeman izin, pemerilksaan, pengawasan dan pengendalian sarta
pembinaan. .

Basal 9
Besarnva tarip retribusi ditetapkan sebagal berikut:

a. lzin traysk = _

1. Perusahaan angkutan vyvang memiliki mcbil bus unun 1 {satu)
sampal dengan 1l (sebglas) bus sebesar Rp. «0.000,- (empat
pulubh ribu rupiah): , ' .

2. Perusahaan angkutan vyang memiiiki mobil bus umun 12 “dia
belas}) sampail dengan 22 (dua puluh dua) bus sebesar Rp.
75.000,.- (tujuh lima ribu rupiah):

3. Perusahaan angkutan vang memiliki mobil bus umun 23 (dua puluh
tia) sampal dengan 55 (lima puluh lima)} bus sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh);
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4. Peprusahaan anghutan vang memilikl mobll bus umum >ih dari 5l
(lima poiun Tima) bus sebasar Rp. 50,000, (dua ratus Lima
puluh ribu rupiah):

5. Parusahdgan angkutan  vang menqgusahakan mobil  paenumpang umuam
senosar R, 25,000, Tdua pulah Lima riby rusdahi.

Eop

. Kartu pandawasan ]
Lo ficietl  bus verg dloperasikan dengan pelavanan  non skonoml

rokenderaan.

Sebhandr Hp. S0.000, 0 (lima pulub ribo rupiah) ps
2. Fedl o oo oyang diepairasikan ceegan pelayvanon ekonomi o sabaoap

Fer . 20 omnd, - Laua pulub rabu rupiah) per kondarooar

Jo o Melil  penumpang MM zeiesar Rp. 15003, - Clima bhainsm miba
P Eh ) per kendaraan.

C.odntuk menperolsh swrat kaetorangan sebwesor Fo, PO0000 00 {dua pulub
ribu rupliah) per kendaraan.

ientll sebesar Rp. l0.000, - {(sgpulub riby rupiah)  paer

d. Izin i

kendaaan.

liﬁ o lRowIs

Tebo CAFE DUerdrGUT AR DAN WILAYAHD PITUNGLIT A

fasal 1o

CL) Ratr abusd  dipunairl <zodan mangaunaran SERD ateuw  dokumen lain
vans cdiparzamaikan.

LZ2) Peamungutan ratribasi  tidak  dapat  dialihkan kespada Finak
Retilga/ diborongkain.

. Ratiribusi  terutang  dalam  masa retribusi,  Torjadl poca saat
) memparolen  zin travek.
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(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana Jamaksus Tazal 2 Poraturan

Daerah ini Jdlsetor Ke Ras Daeirah secara orubtto.

Pasal 11

=
N

Setiap Walib ketribusi wajib mengisi 3PTRO.

SPTRD  sebagaimana  dimaksud ayat (L) pasal Irni, diisi  dengan
jelas, bsnar dan  lengkap serta dJdivandatangani oleh Wajib
Retribusi atau kuasanva.
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Bentuk, isl dan tata caia pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kenala
Laerah.

Pasal 12
Retribusi dipungut Jdi Wilayah vaerah.
BEAB VIIX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) kepala 0ODaerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembavaran dan
penvetoran retribusi yvang terutang paling lama 30 (tiga pulub)
hari setelah saat terutang.

o™




Bt
(W
St

o~
3
oy

(1)

(1)

(&)

SKRD, ‘SKRDKB, SKROKEBT, 3TRD, Surat Keputusan Pembetulan, ~i’iura\".:
reputusan Keberatan dan Putusan Banaing yang menvebabkanr  jumlah
retribusi  yang harus dibavar bertambah, harus dilunasi dalam
Jangka waktu paling lama L (zatu) bulan S tanggal
diteirbitkannya.

Kepala Daerab stas permobhonan Wajih Retribusi dagat  memberikan
persevujoan kepada Waiib Retribusi LUK mengangsur atad menunda
pembavaran retribusi dengan dikenakan bunga sebeosp 2 % {dua
persen setiap bulan.

Tata cara pembayararn, tempat pembavaran, penundaain POemihavaran
retribtusi diatur dengarn Keputusan sepala Daerah.

B AR IX

TAaTs CARS PERAGTHAM

Pasal Va
Ratribusi vang terutang berdasarvan GRR0D, SKRDER, SKRRDREBT, STROU,
Surat  Keputusan Pembetulan, Suyrat Keputusan Keberatan dan
Futusan  Banding vang tidak atay kurang dibavar oled Wajib

Ratribusi pada waktunva dapat ditagin denagsn Surstc Makad .,

Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakarn berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang barlakug.

ReDAL UHER S
Pasal ik

Penaginan retribusi, radaluwarss setelanh melampaui jangka  waktu
3 (tiga) rtahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecwali  apabila Wajiin Retribusi malakukan  tindalk midana o
bidany retriousi.

'Kadaluwaram penagihan retiripusi sapdgaimana dimalks oo avat {13

pamal ini, Lertanggun apabila -

a. Uilterdbitkan Surat Teguran dan surat Maksa atau:

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Waiib Petribusi baifk lang-
[UNG maupuin tidai iangsung.

£ AR X¥

TATR CARA MUNGHAPUSAN PIUTANG RETRTBUST
YANG KADAL UWARSH

Pasal 14

Piutang retribusi yang tidalk mungkin ditagih lagl  kareng has
Untuk melakukan Panaqgihan sudah kadaluwarsa dupat A1 hapus .

Kepala Dasrah nenetapkan Keputusan Penghapusan Fiutang Retribusi
Dacrah vang sudah kadaluwarsa sebagaimana vimaksud  ayat (L)

pasal ini.

P




Dalam  hal wajib wenriDust Lidas i foho 1y E atand
KUrang mai.ayair, Gikenake: Dainn e gebeesar
2 % (dua perzand satiap bolan dari besarnyas rotribusi o “ULang  yang

tiduk ated korang bavar don ditagih densan menggunaban STRO.

PELARSAMNSAN O8N PFENOSHASAHN

FPazal 16

(1) Pzlakzanaan teknis atas barlakunva Paraturanp Dz inl  dan
paengawasan atas  paelaksanaan Paraturan Daerah ditetapkan oleh
Kapxla Saerah.

avat
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. 2 Kepada  opacay, Polal

(i) et Lk, diborikan bizva opsmrasionsal. I
'!' pambagiannva  diatr Hdalam Suror Kaputogan rapala L
dituangakan dalam Anguaaran randapatan Jdan slanja Oaars

seita

B o i XTI
WNETVENTURMN R L0RMS

- Famal 1%

Pelanggaran tarhaqgas ketesituan-katantuan galam Poracuran Daerah ini,
dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama o (oims bulan atau
denda paling bapyvak « VempAT 3 o rall Jumiban retribus, LR LA .

(1) Pelabat Pegawai Nege,ri Sipai tertentuy di dingkundgan Pamerintah
Daerah  diberl woawenand Rhusuys GEatal Sepydie
penyidikan tindeh pidags i idang rotribuni doe
dimakand dalam Undana ~ undang Nomor 8 Tahun 179l
Acara Pidana.

drGoib e L akukar
&y g 3D RENA

Hubkum

P
)
Nt

Wewenang  Penvidilk  sebagaimans almdbsud ayav (o) pasal  ini,

acalai:

) a. Menorima, mencaci, mongumpulkan dan meno DR ey gat atau
laporan berkenaan gqengan tindak pidana di bidarg reaetribusi
dagral  agar keterangan atau lapoiran tersebut menjads  lebih
lengkap wan jeias, g ,

b. Meneliti, mencari dun me iUl Bai ket srandan meengs nad GlEng
el bact atau badan tentang keboneran periustan VA
dilakukan sehubunaan dengan tindak pldana retribusi deaerah 3

C. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang eribacdi  atau
Padan  sshubungan  dengen tindak pidana gl pidang  retribusi
daerah 2




d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana 4i bidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledanan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pancatatan dan  dokumen-dokumen lain zerta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut:

T. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas:
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dasrah;

g. mMenyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruarngan
atau  tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung ddan
memeriksa identitas orang dan  atdau  dokumen vang Jdibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang

- retribusi daeran:

b. Memanggll orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagal tersangka atau saksi:

}. Menghentikan penyidikain: o

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran paenyidi-
kan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut huk um
vang berlaku,

A
v

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyva
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yvang diatur Dalam
Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 21
(i} Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenal  pelaksanaannya  akan diatur lebih lanjut olen Kepala
Daerah.

-

vZ) Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkain.

sgar supaya setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Oaerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah.

bitetapkan di Blora
pada tanggal 7 mei1999

LAN ROKYAT OAERAH NA DBERAH TINGKAT T7T
INGKAT II BLORA \ O,

oy
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR ©  TAHUN 199%

TENTANG

RETRIRBUST IZIN TRAYEK

..
-

PENJCLASAN UrMUM.

Sesual dengan uUndang-undang Nomor & Tahun 1#74 tentang

poliok-pokok Pemerintahan 0i Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi
Dazrah merupakan sumber pendapatan aerah, agar dJdaerah  dapat
melaksanakan otonominva, vaitu mampu mengurus dan mengatur rumab
tangganys sendiri.
Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu  menjadil
sumber pembiavaan bagil penyelenggaraan pemerintahan dan
nambangunan dJdaerah serta dapat meningkatkan keselabteraan ma-
syarakat. ©Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum
vang dapat digunakan sebagal pedoman bagi Oaerah Tingkat I1
khususnya Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat 11 Blora dalam hal
pemungutan retribusi.

Aghubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undany
Nomor 18 Tahurn 1927 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Oaerah,
maka selurub ketentuan yvang mengatur tentang Pajak dan Retribusi
di  Daerah Tingkat 11 periu disesuaikan dengan Undang-undang
dimaksud.

Gerdasarkan Peraturan Pemerintah Homor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Dagrah yang merupakan peraturan pelaksanaan
Jdaril Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Izin Trayek
ditetapkan manjadl salan satu jenis retribusi daerah. OGalam
rangka menjamin Ketertiban dan pelavanan kepada masyvarakat yang
memerlukan/mandapatkan Izin Trayek, diperlukan pengatuiran
retribusinva yang dituangkan dalam Peraturan Daeran.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

e

Pasal
huruf ¢

huryf a s/d 1 Cukup jelas.

Pasal 1 huruf d

rz

Yang Jdimaksudg  dengan  peralatan teknik
adalah dapat berupa motor atau  peralatan
lainnya wyang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber dava energl tertentu menjadl
tenaga gerak kendaraan vang pairsangkutan.

Pasal L nuruid e s/d : Cukup jelas.
huruf o

Fasal 1 huirud p

3z

Pembaerian, izin insidentlil dGimaksudkan
untuk, mengatasi kekurangan angkutan,
dengan ketentuan jumlah kendairaan cadangan
sebanyak -~ banyvaknya 10 % {sepuluh pearsen)
“dari seluruh kendaraan vang diberikan izin
trayek.

10




Pasal

Pasal

Pasial
huiuf

Nama

Panal
maruf

Pasal

HADE

Pasal

Paseal

Pasal

i

&

Z

)

>

7

2%

huruf g

zx

huruf r

hurud s oe/d

e uf w

ruT o ox o 85/G

s/ Pasal 5 ;

3

“

a/d Fasal v

Cukup jelac.

Pemberlan surat  kesverangan  achil barang
untuk mengangkut penumpang umum dimaksud-
ran  karena oi  daerab  terscbhut belum
dilavani / terjanghkau  angkulan ponumpany

dmam Jdengen Doawob nenas dan weratur.
ukun Jelas.
- Rt riigmn v DTV AT NY L e nan

mengaunakan SKRD masa retriousinya i
tsatu) bulan.

- Retiribasl YANg  Pamisaydiranina Cangan
mevpgunahan Jdokumen Loin yvang Jdipecsama-
Kin dengan  SKROD ML retribusinya
nNacian.

T delan.

Cukupe jelas.

YaNg termasuk obyelk Reoslousi  melipuetd
he TEIN Trayeko:

L. karty Pangawasan,

J. Gurat kKeterangan:

4. Tzin Insidentil.

Tukir jelan.

Yang dimaksud dengan Perizinan  Tertentu
zadalah Kegiatan tertentu fPemeriptah Daerah
dalam  rancke pemberian 1zin kepada  orang
pribadi atau badan yang dimakeudkan  untuk
sembinaan, pengaturan, penaendalian  dan
pangawasan atas  Kkegietarn, pemantaatan
Puanyg, L@ngguUnNsan sumber CHAYE alam,
bairany, prasarana, sarana atau  fasilitcas
tartentu guna melindunel Kepcentingan  wnum
gain meEnjaga kelestarian Iinghunhgain.

Yang dimaksud jangka waktu adalah  jangka
waktu  masa berlakunya ii:in vaitu .

- ITxin  trayekl  jaingka  wakiu weriakuliva
adaldain & {1ima) tenun dan dapet diperba-
harui;

K&irtu pengawasan Jaingka wakeu barlakunya
adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipeirba-
harui ;

Surat keterangan jangka waktu berlakuiva
aaalan L {satu) tahun gan Jdapat diperba-
fatic i

Ladn dnsidentil jangika wakitu  bherlakunva
paling lama L4 (empat belao) nari  dan
tidak dapat diperpanjang iaqai.

Cuitup Jelas. ,




Pasal 10 avat (L) oYang  dimakoud  dengan dorkunen Laln yang
gipersamakan  antara laln berupa  Rarcels,
Lupon, kartu langganan TRy noté
perhltungan. i

Pasal In avat (23 PO¥YAang SGimaksud dengan 1 ddak dapat
diborongkan  adalah babwe selurudh  proses
koglatan penungutan retribusl tidar dapat
diserankan  kapaca pinalh keltiga. MNamun
galam pengertian inl bukan borarti  bahwa
Pemerintan Dacrah tidak dapat bekeria sama
cdengan plnan ketiga. Dengan sangat Tek-
PLF Jdalam IS0 PemUNGULan  rour Lhusi,
Premes intah U.w.mm dape it brhena Sama
dengan badan-badan Tertentu  yany  Karsinag
profesionalismanya lavak <iouorcdys untuls
Thout melaksanaikan sebaglan tugas oamungu-
tan danis reviribuci secaira i wrieien.
regiatan  pemungutan retribusi yvang Tidak
dapat Gilkaerjacamakarn ain pihar ketlge

ardeial laaiatan oy L DGy ESHEITIVA
; rerr'wtai tarutang, vengawasasn  panyaetoran
‘ raetriusi dan ponagihan retrisusi.

tH

= kg Jelas.

W
-

Pasal 1v avat (2
s/ avat (4)

Pasal 11 avat (1) : kawu)‘bdn urntuk mengisi  SPTRO berlaku

SE Waiil retribuszsi  vang menggunakan

jasa pelavanan penerintai LCaerah secara

Y terus menares, periodik duan beriangga-

nav, mizal o Dbulanan, tahunan,

/ - Fagl Wajib Refrihumi Vang menerima  jas

/ pelavanan  sscara lanazuns dan tida

ﬁ nariodik, tldak ﬂ1w331fkan untik mengisi

//’ ' , SPTRD dan  cembayaran stribusi  dapat
/ menggunakan kargis dan d(kumen Tain.

~ Pazal 11 ayat (2) : Cukup jelas.
S s/d avat (3)

s Pasal 12 ¢/d o Cukup jelas.
f Pagal lé ayvat (1)

T Pasal l¢ ayat (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,

1/\ nuruf a radeluwarsa panagl harn aibitung sejak
/

i

cranguaal  penyvampaian Surat Teauran terse-
bt

vj nurut b - Yang  dimaksud dengan  penagakuan wtang
o ratribusl  sacsara langsung adalabh Wajib
' o - - Retribusl dengan kesadarannya menvatakan

) comAasih o memopunval  utang retribusi dan
/ C o belum melunasinya kepada Pemaerintah
' Daarah.

- Yang Jdimaksud  dengan  pengakuan  uwtang

L owecars tidak  langsung addalah Wajib
Retribusi tidak SQCara nvata-nyata
langsung menvatakan bahwa ia mengakui
mempunyai utang retribusi kepada
Pemerintah Oaerah.




Pasal 17 s/d Pasal 20: Cukup jelas. ...
ayat (2) »
Pasal 20 ayvat (3) » Yang dimaksud dengan menyvampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut  Umum
adalah menverahikan hasil penyidikan
kepada Penuntut Umum melaluil Penvidik
Polri.

Pasal 21 » Cukup Jelas.




